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ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk
mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran atas
indikasi geografis dan ganti rugi atas
pelanggaran indikasi geografis menurut
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan
menggunakan metode penelitian  hukum
normatif, disimpulkan: 1Pelanggaran atas
indikasi geografis terjadi apabila ada pemakaian
Indikasi Geografis, baik secara langsung
maupun tidak langsung atas barang dan/atau
produk vyang tidak memenuhi Dokumen
Deskripsi Indikasi Geografis. Pemakaian suatu
tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung
maupun tidak langsung atas barang dan/atau
produk yang dilindungi atau tidak dilindungi
dengan maksud untuk: menunjukkan bahwa
barang dan/atau produk tersebut sebanding
kualitasnya dengan barang dan/atau produk
yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
mendapatkan keuntungan dari pemakaian
tersebut; atau mendapatkan keuntungan atas
reputasi Indikasi Geografis. Pemakaian Indikasi
Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat
sehubungan dengan asal-usul geografis barang
itu. Pemakaian tndikasi Geografis oleh bukan
Pemakai Indikasi Geografis terdaftar. Peniruan
atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan
sehubungan dengan asal tempat barang
dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau
produk yang terdapat pada pembungkus atau
kemasan; keterangan dalam iklan; keterangan
dalam dokumen mengenai barang dan/atau
produk tersebut; atau informasi yang dapat
menyesatkan mengenai asalusulnya dalam
suatu kemasan. Tindakan lainnya yang dapat
menyesatkan masyarakat luas mengenai
kebenaran asal barang dan/atau produk
tersebut. 2 Ganti rugi atas pelanggaran indikasi
geografis dapat diajukan oleh Pemegang Hak
atas Indikasi Geografis terhadap Pemakai
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Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa
permohonan ganti rugi dan penghentian
penggunaan serta pemusnahan label Indikasi
Geografis yang digunakan secara tanpa hak.
Gugatan dapat juga diajukan oleh setiap
produsen yang berhak menggunakan Indikasi
Geografis; dan/atau lembaga yang mewakili
masyarakat di kawasan geografis tertentu dan
yang diberi kewenangan untuk itu.

Kata kunci: Ganti rugi, pelanggaran indikasi
geografis, merek dan indikasi geografis

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis, salah satu hal yang diatur
dalam Undang-Undang ini adalah tentang
Indikasi Geografis, mengingat Indikasi Geografis
merupakan potensi nasional yang dapat
menjadi komoditas unggulan, baik dalam
perdagangan domestik maupun internasional.
Oleh karena itu, Undang-Undang ini ditetapkan
dengan nama Undang-Undang Merek dan
Indikasi Geografis.

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007
Tentang Indikasi Geografis, menjelaskan dalam
kehidupan sehari-hari masyarakat mengenal
atau menyebut nama suatu barang yang diikuti
dengan nama tempat atau daerah asal barang
tersebut. Pengungkapan tersebut dikenal
sebagai Indikasi geografis dan merupakan hal
baru di Indonesia, meskipun hal tersebut sudah
lama berkembang di negara-negara Eropa.
Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang
tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak
langsung  dapat menunjukkan adanya
kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan
dari daerah tertentu. Tanda dimaksud
selanjutnya dapat digunakan untuk
menunjukkan asal suatu barang, baik yang
berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil
kerajinan tangan, atau barang lainnya,
termasuk bahan mentah dan/atau hasil olahan,
baik yang berasal dari hasil pertanian maupun
yang berasal dari hasil tambang.’

Penunjukkan asal suatu barang merupakan
hal penting, karena pengaruh dari faktor
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geografis termasuk faktor alam, faktor manusia,
atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di
daerah tertentu tempat barang tersebut
dihasilkan dapat memberikan ciri dan kualitas
tertentu pada barang tersebut. Ciri dan kualitas
barang  yang dipelihara dan dapat
dipertahankan dalam jangka waktu tertentu
akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas
barang tersebut, yang selanjutnya
memungkinkan barang tersebut memiliki nilai
ekonomi tinggi, karena itu sepatutnya barang
tersebut mendapat perlindungan hukum yang
memadai.’

Perlindungan hukum atas Indikasi geografis
dapat diberikan apabila pendaftarannya telah
dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi-
geografis adalah untuk menjamin kepastian
hukum. Jangka waktu perlindungannya dapat
berlangsung secara tidak terbatas selama ciri
dan/atau  kualitas yang menjadi dasar
diberikannya perlindungan masih ada. Adapun
ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar
diberikannya perlindungan dituangkan dalam
Buku Persyaratan, yang juga memuat informasi
tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor
alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi
kualitas atau karakteristik barang tersebut;
selain itu juga mencakup informasi tentang:
peta wilayah, sejarah, dan tradisi, proses
pengolahan, metode pengujian kualitas barang,
serta label yang digunakan.

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan
pengetahuan, tradisi, dan budaya, serta iklim
tropis yang menghasilkan berbagai macam
barang yang memiliki potensi ekonomi yang
tidak kecil, sudah seharusnya Indonesia
memiliki sistem perlindungan Indikasigeografis
yang memadai. Melalui perlindungan Indikasi
geografis yang optimal tidak saja kelestarian
lingkungan diharapkan dapat  terjaga,
pemberdayaan sumber daya alam dan manusia
di daerah diharapkan dapat lebih
dimaksimalkan. Di samping itu, migrasi tenaga
kerja potensial dari suatu daerah ke daerah
perkotaan diharapkan dapat dicegah, dengan
tercipta/terbukanya peluang dan lapangan
kerja untuk menghasilkan barang tertentu yang
dilindungi dengan Indikasi geografis dan
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diharapkan memiliki nilai ekonomi yang tidak
kecil di daerah tersebut.’

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang
menunjukkan daerah asal suatu barang
dan/atau  produk vyang karena, faktor
lingkungan geografis termasuk faktor alam,
faktor manusia atau kombinasi dari kedua
faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas,
dan karakteristik tertentu pada barang
dan/atau produk yang dihasilkan.®

Kementerian Hukum dan HAM hingga
Januari 2013 sudah menerbitkan 14 sertifikat
indikasi geografis dari berbagai daerah di
seluruh Indonesia. 14 produk yang telah
memperoleh sertifikat indikasi geografis dari
Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Kopi Arabika
Kintamani Bali (Bali), Mebel ukir Jepara
(Jateng), Lada Putih Muntok (Bangka Belitung),
Kopi Arabika Gayo (Aceh), Tembakau Hitam
Sumedang (Jabar),Tembakau Mole Sumedang
(Jawa Barat), Susu Kuda Sumbawa (NTB),
Kangkung Lombok (NTB), Madu Sumbawa
(NTB), Beras Adan Krayan (Kaltim), Kopi Arabika
Flores Bajawa (NTT), Vanille Kep. Alor (NTT),
Purwaceng Dieng (Jawa Tengah), Carica Dieng
(Jawa Tengah).’

Pendaftaran produk indikasi geografis itu
akan memberikan nilai tambah dan keuntungan
kepada para stake holders yang terlibat seperti
petani dan eksportir.
Dai sisi konsumen, dengan adanya sertifikat
produk indikasi geografis yang ditempelkan
pada kemasan produk yang bersangkutan,
berarti  produk tersebut adalah  asli.
Artinya, konsumen akan terhindar dari barang
palsu jika pada kemasan produk itu ada label
produk indikasi geografis. Karakteristik khas
pada produk itu muncul karena faktor
lingkungan geografis termasuk faktor alam,
manusia atau kombinasi dari kedua faktor
tersebut sehingga memberikan ciri khas dan
kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
Indikasi-geografis adalah suatu tanda yang
menunjukkan daerah asal suatu barang, yang
karena faktor lingkungan geografis termasuk
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®pasal 1 angka 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis.

" http://www.patenindonesia.com/?p=296 14 Produk
Memperoleh Sertifikasi Indikasi Geografis. Diakses
10/20/2018 1:59 Wita.
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faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi
dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan
kualitas  tertentu pada barang vyang
dihasilkan.®Produk Indikasi geografis mendapat
perlindungan setelah terdaftar atas dasar
permohonan yang diajukan secara kolektif oleh
lembaga masyarakat yang terdiri dari pihak
petani, produsen barang, pembuat barang,
pedagang. Indonesia memiliki potensi produk
indikasi geografis yang tersebar di seluruh
Indonesia. Namun, masih banyak masyarakat di
daerah masih belum mengetahui apa manfaat
serta bagaimana proses pendaftaran indikasi
geografis.’

Apabila terjadi bentuk-bentuk pelanggaran
atas indikasi geografis maka pihak yang
menimbulkan kerugian wajib memberikan ganti
rugi atas pelanggaran indikasi geografis
menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemegang Hak atas Indikasi Geografis dapat
mengajukan gugatan terhadap Pemakai Indikasi
Geografis yang tanpa hak berupa permohonan
ganti rugi dan penghentian penggunaan serta
pemusnahan label Indikasi Geografis yang
digunakan secara tanpa hak.*

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah kasus-kasus pelanggaran
hukum atas indikasi geografis ?

2. Bagaimanakah ganti rugi atas pelanggaran
indikasi geografis menurut Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk
pelanggaran atas indikasi geografis.

2. Untuk mengetahui ganti rugi atas
pelanggaran indikasi geografis menurut
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

E. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian
yuridis normatif dengan cara meneliti bahan
pustaka yang terdiri dari bahan-bahan hukum
primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan

® Ibid.

? Ibid.

% pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis.
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hukum primer terdiri dari Undang-Undang
Nomor Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek
dan Indikasi Geografis dan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51
Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis serta
peraturan perundang-undangan lain yang
mengatur tentang merek dan indikasi geografis.
Bahan hukum sekunder diperlukan untuk
memberikan penjelasan mengenai bahan-
bahan hukum primer, seperti literatur-literatur
hukum, jurnal-jurnal hukum dan karya-karya
ilmiah hukum yang membahas materi tentang
merek dan indikasi geografis serta bahan
hukum tersier untuk menjelaskan pengertian
dari istilah-istilah hukum yang digunakan dalam
bahan hukum primer dan sekunder, seperti
kamus-kamus umum dan kamus-kamus hukum.
“Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder
belaka, dapat dinamakan penelitian hukum
normatif atau penelitian hukum kepustakaan
(di samping adanya penelitian hukum sosiologis
atau empiris yang terutama meneliti data

primer)”.11

PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Atas Indikasi Geografis
Hukum bekerja dengan cara mengatur

perbuatan seseorang atau hubungan antara
orang-orang dalam  masyarakat.  Untuk
keperluan pengaturan tersebut, maka hukum
menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai
fungsinya yaitu:

(1) pembuatan norma-norma, baik yang
memberikan peruntukan maupun vyang
menentukan hubungan antara orang
dengan orang;

(2) penyelesaian sengketa-sengketa;

(3) menjamin kelangsungan kehidupan
masyarakat, vyaitu dalam hal terjadi
perubahan-perubahan.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-

Geografis. Pasal 2 ayat:

11Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta. 1995, hal. 13-14.

12Satjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu
Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di

Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, Oktober 2009,
hal. 111.
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(1) Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 angka 1 merupakan nama tempat atau
daerah maupun tanda tertentu lainnya
yang menunjukkan asal tempat
dihasilkannya barang yang dilindungi oleh
Indikasi geografis.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa hasil pertanian, produk
olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 angka 1.

(3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilindungi sebagai Indikasi-geografis apabila
telah terdaftar dalam Daftar Umum
Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal.

(4) Indikasi-geografis terdaftar tidak dapat
berubah menjadi milik umum.

(5) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dipergunakan pada barang
yang memenuhi persyaratan sebagaimana
diatur dalam Buku Persyaratan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Yang dimaksud
dengan “tanda tertentu lainnya” adalah tanda
yang berupa kata, gambar, atau kombinasi dari
unsur-unsur tersebut. Contoh: Kata “Minang”
mengindikasikan daerah Sumatera Barat.
Gambar rumah adat Toraja, mengindikasikan
daerah Toraja di Sulawesi Selatan. Ayat (2) Yang
dimaksud dengan “pertanian” mencakup juga:
kehutanan, perkebunan, peternakan,
perikanan, dan kelautan. Sedangkan vyang
dimaksud dengan “barang lainnya” mencakup
antara lain bahan mentah dan/atau hasil
olahan dari hasil pertanian maupun yang
berasal dari hasil tambang. Ayat (3) Yang
dimaksud dengan “Daftar Umum Indikasi-
geografis” adalah suatu buku yang memuat
Indikasi-geografis  yang  terdaftar  pada
Direktorat Jenderal. Ayat (4) Suatu nama,
indikasi atau tanda yang telah terdaftar sebagai
Indikasi-geografis tidak dapat didegradasi,
dianggap sebagai nama barang, dan selanjutnya
menjadi milik umum.

Pelanggaran atas Indikasi Geografis, diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 66.
Pelanggaran atas Indikasi Geografis, mencakup:
a. pemakaian Indikasi Geografis, baik secara

langsung maupun tidak langsung atas barang

dan/atau produk yang tidak memenuhi

Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;

b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis,
baik secara langsung maupun tidak langsung
atas barang dan atau produk yang dilindungi
atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
1. menunjukkan bahwa barang dan/atau

produk tersebut sebanding kualitasnya
dengan barang dan/atau produk yang
dilindungi oleh Indikasi Geografis;

2. mendapatkan keuntungan dari
pemakaian tersebut; atau

3. mendapatkan keuntungan atas reputasi
Indikasi Geografis.

c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat
menyesatkan masyarakat  sehubungan
dengan asal-usul geografis barang itu;

d. pemakaian indikasi Geografis oleh bukan

Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;

e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat
menyesatkan sehubungan dengan asal
tempat barang dan/atau produk atau
kualitas barang dan/atau produk yang
terdapat pada
1. pembungkus atau kemasan;

2. keterangan dalam iklan;

3. keterangan dalam dokumen mengenai

barang dan/atau produk tersebut; atau

4. informasi yang dapat menyesatkan

mengenai asalusulnya dalam suatu kemasan.

f. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan
masyarakat luas mengenai kebenaran asal
barang dan/atau produk tersebut.”
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-

Geografis. Pasal 25. Pelanggaran Indikasi-

geografis mencakup:

a. pemakaian Indikasi-geografis yang bersifat
komersial, baik secara langsung maupun
tidak langsung atas barang vyang tidak
memenuhi Buku Persyaratan;

b. pemakaian suatu tanda Indikasi-geografis
yang Dbersifat komersial, baik secara
langsung maupun tidak langsung atas barang
yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan
maksud:

1. untuk menunjukkan bahwa barang
tersebut sebanding kualitasnya dengan
barang yang dilindungi oleh Indikasi-
geografis;

2. untuk mendapatkan keuntungan dari
pemakaian tersebut; atau
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3. untuk mendapatkan keuntungan atas
reputasi Indikasi-geografis;

c. pemakaian Indikasi-geografis yang dapat
menyesatkan  masyarakat  sehubungan
dengan asal usul geografis barang itu;

d. pemakaian Indikasi-geografis secara tanpa
hak sekalipun tempat asal barang
dinyatakan;

e. peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang
dapat menyesatkan sehubungan dengan asal
tempat barang atau kualitas barang yang
tercermin dari pernyataan yang terdapat
pada:

1. pembungkus atau kemasan;

2. keterangan dalam iklan;

3. keterangan dalam dokumen mengenai
barang tersebut;

4. informasi yang dapat menyesatkan
mengenai asal usulnya (dalam hal
pengepakan barang dalam  suatu
kemasan); atau

f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan
masyarakat luas mengenai kebenaran asal
barang tersebut.

Penjelasan Pasal 25 Huruf d Yang dimaksud
dengan ”Pemakaian Indikasi-geografis secara
tanpa hak” mencakup antara lain:
penyalahgunaan, peniruan, dan pencitraan
negatif terhadap Indikasi-geografis tertentu,
seperti: penggunaan kata “ala”, bentuknya
sama dengan, serupa, dibuat dengan cara yang
sama, sama sifatnya, mirip, seperti, atau
transliterasi, atau yang sejenis/sepadan dengan
kata-kata tersebut."

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis,
mengatur mengenai Pembinaan Dan
Pengawasan Indikasi Geografis. Bagian Kesatu
Pembinaan Pasal 70 ayat:

(1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh
pemerintah pusat dan/atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. persiapan untuk pemenuhan
persyaratan permohonan Indikasi
Geografis;

b. Permohonan pendaftaran Indikasi
Geografis;

14 Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-
Geografis.

Lex Privatum Vol. VlI/No. 1/Jan/2019

¢. pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi

Geografis;

d. sosialisasi dan pemahaman atas
perindungan Indikasi . Geografis;

e. pemetaan dan inventarisasi potensi

produk Indikasi Geografis;

pelatihan dan pendampingan;

pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;

pelindungan hukum; dan

fasilitasi pengembangan, pengolahan,

dan pemasaran barang dan/atau produk

Indikasi Geografis.

Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Yang dimaksud
dengan “pemerintah pusat” adalah
kementerian dan/atau lembaga yang memiliki
tugas dan tanggung jawab di bidang hukum,
pemerintahan dalam negeri, hubungan luar
negeri, pertanian, lingkungan hidup,
perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif,
pariwisata, riset dan teknologi, kelautan, dan
bidang lain yang terkait.

= > @

B. Ganti Rugi Atas Pelanggaran Indikasi
Geografis
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 67
ayat:
(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana 66
dapat diajukan gugatan.
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dilakukan

oleh:

a. setiap produsen yang berhak
menggunakan Indikasi ~ Geografis;
dan/atau

b. lembaga yang mewakili masyarakat di
kawasan geografis tertentu dan yang
diberi kewenangan untuk itu.

Pasal 68 ayat:

(1) Dalam hal sebelum atau pada saat
dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi
Geografis, suatu tanda dipakai dengan
iktikad baik oleh pihak lain yang tidak
berhak mendaftar menurut ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(3), pihak yang beriktikad baik tersebut
tetap dapat menggunakan tanda tersebut
untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung
sejak tanda tersebut terdaftar sebagai
Indikasi Geografis.

(2) Dalam hal tanda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah terdaftar sebagai
Merek, Menteri membatalkan dan
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mencoret pendaftaran Merek tersebut

untuk seluruh atau sebagian jenis barang

yang sama setelah jangka waktu 2 (dua)
tahun terhitung sejak tanda tersebut
terdaftar sebagai Indikasi Geografis.

(3) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran
Merek sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberitahukan secara tertulis kepada
pemilik Merek atau Kuasanya dengan
menyebutkan alasannya.

(4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran
Merek sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dicatat dan diumumkan dalam Berita
Resmi Merek.

(5) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran
Merek sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mengakibatkan berakhirnya
pelindungan hukum atas Merek tersebut
untuk seluruh atau sebagian jenis barang
yang sama.

(6) Keberatan terhadap pembatalan dan
pencoretan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan
Niaga.

(7) Terhadap putusan Pengadilan Niaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat
diajukan kasasi.

Gugatan perwakilan kelompok; suatu tata
cara pengajuan gugatan dalam mana satu
orang atau lebih yang mewakili kelompok
mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri
mereka sendiri dan sekaligus mewakili
kelompok orang banyak yang jumlahnya banyak
yang mewakili kesamaan fakta atas dasar
hukum antara wakil kelompok dan anggota
kelompok yang dimaksud."Class action, yaitu:
gugatan vyang berupa hak kelompok kecil
masyarakat  untuk  bertindak = mewakili
masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya
mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan
permasalahan, fakta hukum dan tuntutan ganti
kerugian.™®

Di dalam kaitan ini, setidak-tidaknya ada 3
(tiga) masalah yang sering menjadi perdebatan.
Pertama, masalah prinsip ganti rugi yang di
dalamnya mencakup sistem pembuktian.
Kedua, masalah lembaga tempat penyelesaian
sengketa, termasuk di dalamnya peranan
lembaga-lembaga di luar pengadilan. Ketiga,

15Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya
A., Op.Cit, hal. 111-112.
"Ibid, hal. 55.

adalah yang akhir-akhir ini sering dibicarakan
juga, vyaitu cara mengajukan tuntutan hak
(gugatan) apakah harus selalu individual atau
boleh berkelompok  (class/representative
action)."’

Organisasi Non Pemerintah, yaitu:
Persekutuan antar lembaga internasional di
bidang swasta yang mengabdikan diri dalam
masalah  keagamaan, kemanusiaan, ilmu
pengetahuan, kebudayaan dan sebagainya baik
yang berorientasi ekonomi maupun teknik
sebagai orientasinya.'®

Dalam proses pengadilan perdata di
Indonesia tidak ada pembatasan tentang
berapa banyak pihak penggugat dan berapa
banyak pihak tergugat. Pihak dalam suatu
perkara hanya terkategorikan penggugat dan
tergugat dan kadang ditambah dengan pihak
ketiga.Dalam suatu perkara yang banyak
pihaknya, baik tergugat maupun penggugat,
biasa dikenal dengan sebutan kumulasi
subjektif yaitu berkumpulnya subjek, tetapi
dalam jenis ini masing-masing individu berlaku
atau mempunyai kualitas sebagai pihak bukan
berlaku sebagai class (kelompok). Hal ini
berbeda dalam kelompok dalam class action,
karena dalam perkara class action semua
subjek atau individu yang mempunyai tuntutan
hak tidak perlu berlaku sebagai pihak cukup
diwakili oleh kelompok. Hambatan untuk
melakukan hal seperti itu dalam pengadilan
Indonesia adalah adanya ketentuan bahwa
individu yang mewakilkan kepada pihak lain
harus disertai kuasa."

Secara umum dapat diartikan bahwa suatu
class action adalah suatu cara yang diberikan
diberikan kepada sekelompok orang yang
mempunyai kepentingan dalam suatu masalah,
baik seorang atau lebih anggotanya menggugat
atau digugat sebagai perwakilan kelompok
tanpa harus turut serta dari setiap anggota
kelompok. Persyaratan umum yang perlu ada
mencakup  banyak  orangnya, tuntutan
kelompok dan perwakilannya harus jujur

Y Taufik H. Simatupang, Aspek Hukum Periklanan Dalam
Perspektif Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-1. PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2004. hal. 63.

'8 sudarsono, Op.Cit, hal. 331-332.

¥ H. Toto Tahir, Kemungkinan Gugatan Class Action
Dalam Upaya Perlindungan Hukum Pada Era Perdagangan
Bebas (Makalah), Dalam Erman Rajagukguk, dkk, Hukum
Perlindungan Konsumen, Cetakan |. Mandar Maju
Bandung, 2000, hal. 80.
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adequate (layak). Dapat diterima oleh
kelompok dan mempunyai kepentingan hukum
dan fakta dari pihak yang diwakili. *° Dari
pengertian di atas terlihat bahwa class or
representatives action dapat diartikan adanya
gugatan yang mencakup kepentingan orang
banyak yang mempunyai kesamaan
kepentingan dan diharapkan lebih praktis dari
pada gugatan individual dan tidak perlu setiap
orang turut serta dalam proses gugatan.”

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 69
ayat:

(1) Pemegang Hak atas Indikasi Geografis
dapat mengajukan gugatan terhadap
Pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak
berupa permohonan ganti rugi dan
penghentian penggunaan serta
pemusnahan label Indikasi Geografis yang
digunakan secara tanpa hak.

(2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar
pada pihak yang haknya dilanggar, hakim
dapat memerintahkan pelanggar untuk
menghentikan kegiatan pembuatan,
perbanyakan, serta memerintahkan
pemusnahan label Indikasi Geografis yang
digunakan secara tanpa hak.

Ganti rugi karena wanprestasi ialah suatu
bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada
debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian
yang telah dibuat antara kreditur dan
debitur.Ganti rugi karena perbuatan melawan
hukum, ialah suatu bentuk ganti rugi yang
dibebankan kepada orang vyang telah
menimbulkan kesalahan kepada pihak yang
dirugikannya. *> Dalam hubungannya dengan
penyelesaian ganti kerugian sebagai tanggung
jawab  ketentuan yang lazim  dipakai
sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1243 dan
Pasal 1365.

2 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting)
Hukum Perlindungan Konsumen. Mandar Maju. Bandung.
2000. hal. 71.

ibid.

2 Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya
A.,Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum &
Perundang-Undangan  Terbaru, Cetakan  Pertama,
Visimedia, Jakarta. 2012.hal. 108.

2 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan,
Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal, 410-
411.
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Pasal 1243. Penggantian biaya rugi dan
bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan,
barulah mulai diwajibkan, apabila, si berutang,
setelah dinyatakan lalai memenuhi
perikatannya, tetap melalaikannya atau jika
sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya
hanya dapat diberikan atau dibuat dalam
tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
Pasal 1365. Tiap perbuatan melanggar hukum
yang membawa kerugian kepada seorang lain,
mewajibkan orang vyang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut. Prinsip yang digunakan dalam kedua
pasal tersebut, adalah liability based on fault
dengan beban pembuktian yang memberatkan
penderita. la baru akan memperoleh ganti
kerugian apabila ia berhasil membuktikan
adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat.
Kesalahan ini  merupakan unsur vyang
menentukan pertanggungjawaban yang berarti
bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada
kewajiban memberi ganti kerugian.Dalam hal
menuntut ganti kerugian berhubungan dengan
penderitaan  akibat perusakan dan/atau
pencemaran. Pasal yang dapat digunakan
adalah Pasal 1365 KUH Perdata.”® Dalam kaitan
dengan pembuktian yang dikemukakan Pasal
1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa
barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa
atas nama ia mendasarkan sesuatu hak,
diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa
itu; sebaliknya barang siapa mengajukan
peristiwa-peristiwa hak orang lain, diwajibkan
juga membuktikan peristiwa-peristiwa guna
pertahanan hak orang lain, diwajibkan juga
membuktikan peristiwa-peristiwa itu.”>

Penyelesaian hukum kasus-kasus
pelanggaran hukum atas indikasi geografis
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi
Geografis, sehingga bagi pihak yang merasa
dirugikan dapat mengajukan ganti rugi
terhadap pihak lain yang telah melakukan
pelanggaran hukum atas indikasi geografis.

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pelanggaran atas indikasi geografis terjadi
apabila ada pemakaian Indikasi
Geografis, baik secara langsung maupun

* Koesnadi Hardjasoemantri, Op.Cit, hal. 411.
®Ibid, hal. 411.
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tidak langsung atas barang dan/atau
produk yang tidak memenuhi Dokumen
Deskripsi Indikasi Geografis. Pemakaian
suatu tanda Indikasi Geografis, baik
secara langsung maupun tidak langsung
atas barang dan/atau produk yang
dilindungi atau tidak dilindungi dengan
maksud untuk: menunjukkan bahwa
barang dan/atau produk tersebut
sebanding kualitasnya dengan barang
dan/atau produk yang dilindungi oleh
Indikasi  Geografis; mendapatkan
keuntungan dari pemakaian tersebut;
atau mendapatkan keuntungan atas
reputasi Indikasi Geografis. Pemakaian
Indikasi Geografis yang dapat
menyesatkan masyarakat sehubungan
dengan asal-usul geografis barang itu.
Pemakaian tndikasi Geografis oleh bukan
Pemakai Indikasi Geografis terdaftar.
Peniruan atau penyalahgunaan yang
dapat menyesatkan sehubungan dengan
asal tempat barang dan/atau produk
atau kualitas barang dan/atau produk

Pembinaan dan pengawasan oleh
pemerintah pusat dan pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pengawasan dapat pula dilakukan oleh
masyarakat.  Pengawasan  dilakukan
untuk menjamin tetap adanya reputasi,
kualitas, dan karakteristik yang menjadi
dasar diterbitkannya Indikasi Geografis;
dan mencegah penggunaan Indikasi
Geografis secara tidak sah. Hasil
pengawasan disampaikan kepada
pemegang hak Indikasi  Geografis
dan/atau Menteri untuk dilakukan proses
hukum apabila ada bukti adanya
penggunaan Indikasi Geografis secara
tidak sah.

. Ganti rugi atas pelanggaran indikasi

geografis diajukan oleh Pemegang Hak
atas Indikasi Geografis perlu
diberlakukan apabila terbukti adanya
penggunaan Indikasi Geografis secara
tidak sah. dan untuk mencegah kerugian
yang lebih besar pada pihak yang haknya
dilanggar, hakim pengadilan niaga wajib

yang terdapat pada pembungkus atau memerintahkan pelanggar untuk
kemasan; keterangan dalam iklan; menghentikan  kegiatan  pembuatan,
keterangan dalam dokumen mengenai perbanyakan, serta memerintahkan

barang dan/atau produk tersebut; atau
informasi yang dapat menyesatkan
mengenai asalusulnya dalam suatu
kemasan. Tindakan lainnya yang dapat
menyesatkan masyarakat luas mengenai
kebenaran asal barang dan/atau produk

pemusnahan label Indikasi Geografis
yang digunakan secara tanpa hak.
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